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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

terselenggaranya Focus Group Discussion (FGD) “Rancangan 

Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua”. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan 

Universitas Cenderawasih pada tanggal 22 September 2021.  

Prosiding ini memuat seluruh hasil kegiatan FGD. Terima 

kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama 

dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan 

Focus Group Discussion (FGD) “Rancangan Undang-Undang 

Pemekaran Provinsi Papua” yang telah diselenggarakan  

di Universitas Cenderawasih. Semoga prosiding ini bermanfaat 

sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta 

sebagai bahan masukan berkenaan dengan penyusunan rancangan 

undang-undang pemekaran Provinsi Papua.  
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Yang terhormat Bapak Kepala Badan Keahlian DPR RI 

beserta seluruh anggota yang hadir. 

Yang terhormat Pimpinan Fakultas Universitas 

Cenderawasih. 

Bapak/Ibu  tamu undangan.  

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam 

kebajikan. 

Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat 

Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat dan pertolongan-Nya, kita 

semua dapat sehat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang Tuhan 

percayakan kepada kita semua. 

Atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas 

Cenderawasih kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya 

kepada BK DPR RI beserta seluruh anggota yang telah berkenan 



 

 

hadir, memberikan kesempatan dan kepercayaan kami untuk menjadi 

tuan rumah pada acara pagi ini dan FGD tentang RUU Pemekaran 

Papua sekaligus penandatanganan MoU antara BK DPR RI dengan 

Universitas Cenderawasih. 

Kami berharap kegiatan FGD dan penandatanganan MoU ini 

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kita sekalian dalam 

rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pemekaran Papua 

sebagai kelanjutan dari disahkannya revisi UU Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua.  

Pada kesempatan ini akan hadir beberapa pemateri baik dari 

BK DPR RI maupun dari Universitas Cenderawasih. Semoga materi-

materi yang akan diberikan oleh narasumber akan memberikan 

wawasan dan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan 

RUU Pemekaran Provinsi Papua. 

Atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas 

Cenderawasih kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak 

Kepala BK DPR RI beserta seluruh anggota. Juga selamat datang 

kepada bapak ibu tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya.  

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkati dan menjaga 

kita semua. Selanjutnya dengan penuh hormat kami meminta Bapak 

Kepala BK DPR RI untuk meberikan sambutan sekaligus membuka 

acara FGD pada pagi ini. 

Demikian terima kasih, selamat pagi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Salam Sejahtera bagi kita semua. 

Om Swasti Astu.  

Namo Buddhaya. 

Salam Kebajikan. 

 

Yang Saya hormati,  

Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., Rektor Universitas 

Cenderawasih; 

Bapak Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Cendrawasih; 

Bapak Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., Guru Besar FISIP 

Universitas Cendrawasih; 



 

 

Bapak Dr. Akhmad Kadir, M.Hum., Dosen Antropologi Universitas 

Cendrawasih; 

Bapak dan Ibu dari jajaran Universitas Cendrawasih; 

Dan rekan-rekan saya dari Badan Keahlian DPR RI;  

 

Izinkan saya memperkenalkan Badan Keahlian DPR RI (BK 

DPR RI), sebagai supporting system dari DPR RI. BK DPR RI  

diinisiasi  dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD ( UU MD3). BK DPR RI memiliki 5 (lima) pusat, yaitu pusat 

penelitian, pusat perancangan undang-undang, pusat pemantauan 

pelaksanaan undang-undang, pusat kajian anggaran, dan pusat 

kajian akuntabilitas keuangan negara. Lembaga ini memberikan 

dukungan pemikiran akademik kepada DPR RI. Oleh karena itu kami 

membuat tag line “bridging the research to the role and function of 

parliament”.  

Proses akademik dan poltik memang berbeda, tapi yang baik 

memang akademik plus yaitu proses akademik yang 

mengikutsertakan beberapa stakeholder, yang tidak terjangkau 

dengan pemikiran akademis saja. Sejalan dengan itu, maka BKD 

dalam menyusun RUU Pemekaran Papua yang baru yang juga 

sejalan dengan UU Otsus Papua yang baru disahkan, ingin 

mengadakan kerjasama melalui  Memorandum of Understanding 

(MoU). 

MoU dengan  Universitas Cenderawasih diharapkan tidak 

hanya terkait dengan urusan pemekaran Provinsi Papua saja. Kami 

dari BK DPR RI sudah melakukan MoU dengan 47 universitas yang 

ada di Indonesia dan  sehingga kami juga ingin ada kerjasama dengan 

universitas yang ada di timur Indonesia.  Terkait dengan RUU 

Pemekaran Provinsi Papua, kami juga sudah menandatangani 



 

 

kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), karena UGM  

memiliki gugus tugas tentang Papua. Kami ingin konsultasi publik 

terkait RUU Pemekaran Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik.  

Saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih. Salam 

dari pimpinan kami, termasuk dari Pimpinan Komisi II. Mudah-

mudahan Tuhan memberkati apa yang sedang kita kerjakan saat ini.  

Kiranya FGD ini diberkati. Saya nyatakan FGD ini dibuka. 

(ketok palu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMEKARAN PROVINSI 

PAPUA 

DAN PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING (MOU) ANTARA BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

DENGAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH 

 

PAPUA, 22 SEPTEMBER 2021 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua, 

Om Swasti Astu,  

Namo Buddhaya, 

Salam Kebajikan. 

 

Yang Saya hormati,  

Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., Rektor Universitas 

Cenderawasih; 

Bapak Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Cenderawasih; 

Bapak Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S., Guru Besar FISIP Universitas 

Cenderawasih; 

Bapak Dr. Akhmad Kadir, M.Hum., Dosen Antropologi Universitas 

Cenderawasih; 

Bapak dan Ibu dari jajaran Universitas Cenderawasih; 

Bapak dan Ibu Tim dari Badan Keahlian DPR RI; dan 



 

 

Hadirin yang berbahagia.  

 

Pada kesempatan dan hari yang baik dan penuh berkah ini, 

marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat 

hadir dalam acara ini dalam rangka melaksanakan acara FGD 

Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua dan 

penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding (MoU) antara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Badan Keahlian DPR 

RI) dengan Universitas Cenderawasih di Provinsi Papua.  

 

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat, 

Badan Keahlian DPR RI merupakan suatu badan khusus di 

DPR RI yang berfungsi sebagai supporting system atau sistem 

pendukung DPR khususnya di bidang substansi atau keahlian. Kalau 

dulu kita hanya mengenal Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai satu-

satunya supporting system maka sejak tahun 2015 melalui Peraturan 

Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dibentuklah Badan Keahlian DPR RI. 

Lahirnya Badan Keahlian DPR RI tidak berbeda dengan 

adanya kebutuhan tenaga keahlian yang umumnya ada di setiap  

negara-negara di dunia. Adapun bagi DPR RI sebagaimana halnya 

parlemen di negara-negara lain, dukungan keahlian sangatlah 

penting. Dengan adanya Badan Keahlian DPR RI, maka pihak 

Pemerintah akan mendapatkan partner yang seimbang dalam 

menyusun kebijakan publik dalam mekanisme checks and balances. 

Hal ini tak luput dari kebutuhan utama bagi pemerintahan yang 



 

 

demokratis yang mana tujuan utamanya yakni mendatangkan 

manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan hal ini hanya dapat 

terwujud apabila terjadi saling kontrol antara Pemerintah dan DPR RI. 

Dengan demikian,  disinilah pentingnya dukungan keahlian di DPR RI 

untuk meningkatkan kualitas mekanisme perumusan kebijakan di 

DPR RI. 

Tugas dari Badan Keahlian DPR RI adalah memberikan 

dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi pembentukan Undang-

Undang (legislasi), penetapan APBN, dan fungsi pengawasan. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut Badan Keahlian DPR RI didukung oleh 

lima pusat, yaitu Pusat Perancangan Undang- Undang, Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Anggaran, 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Penelitian. 

 

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat, 

 Salah satu fungsi DPR RI yang wajib mendapatkan 

dukungan keahlian dari Badan Keahlian DPR RI yakni dukungan 

dalam fungsi legislasi DPR RI. Fungsi legislasi ini merupakan salah 

satu fungsi utama DPR RI selain fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan yang diamanahkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945.  Berkaitan dengan hal ini, Badan Keahlian DPR RI saat 

ini mendapatkan penugasan untuk menyusun Rancangan Undang-

Undang (RUU) Pemekaran Provinsi Papua dari Komisi II DPR RI. 

Permintaan penyusunan ini hadir sebagai wujud tindak lanjut dari 

Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otsus 

Papua yang mana memberikan telah diatur berbagai kemudahan bagi 

Papua untuk dapat melakukan pemekaran wilayahnya.  

 Hadirnya pengaturan yang berbeda untuk Papua 

dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia tidak terlepas dari 



 

 

kekhususan yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945, sehingga tanah Papua pengaturan yang ada untuk 

melaksanakan pemekaran berbeda dengan pengaturan umum yang 

ada di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kebijakan yang khusus untuk Papua ini merupakan 

perwujudan dari desentralisasi yang bersifat asimetris yang 

diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, 

melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua. 

Terobosan kebijakan ini diharapkan akan memudahkan  terwujudnya 

pemekaran daerah di Papua. Hal ini penting karena selain dapat 

secara efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemekaran daerah 

juga merupakan salah satu wujud implementasi dari otonomi daerah. 

Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah merupakan 

salah satu cara untuk menjalin hubungan yang serasi antara daerah 

dengan Pemerintah, artinya melalui bentuk implementasi otonomi 

daerah ini diharapkan mampu memelihara dan menjaga keutuhan 

wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. 

 

Saudara-saudara para hadirin yang terhormat, 

Pada kesempatan ini juga kami dari Badan Keahlian DPR RI 

akan melakukan pendatanganan MoU yang mana merupakan suatu 

bentuk komitmen dari Badan Keahlian DPR RI untuk terus 

bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih dalam banyak hal. 

Badan Keahlian DPR RI memahami bahwa peran strategis yang 

dimiliki dalam memberikan dukungan keahlian untuk pada Anggota 

DPR RI membutuhkan dukungan penuh dari para akademisi agar 

dapat menghasikan hasil kerja yang nyata dan berkualitas, dan untuk 



 

 

itu maka Universitas Cenderawasih merupakan salah satu universitas 

yang kami pilih. 

Mengingat kerjasama yang terbangun nantinya adalah 

sangat penting terutama dalam hal yang terdekat ini yakni guna 

menyelesaikan RUU Pemekaran Provinsi Papua, maka kami sangat 

berharap dukungan penuh dari pihak Universitas Cenderawasih agar 

produk legislasi yang diharapkan dapat terwujud. Harapannya adalah 

RUU Pemekaran Provinsi Papua akan menjadi jalan keluar atas 

segala kendala baik persoalan rentang kendali maupun problematika 

belum meratanya kesejahteraan yang ada di tanah Papua.  

Saudara hadirin yang Saya hormati, 

Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. 

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Universitas 

Cenderawasih yang telah berkenan membantu Kami. Saya harap 

kerjasama yang akan terwujud melalu pendatanganan MoU ini dapat 

berjalan dengan baik dan kedua belah pihak dapat membina 

komunikasi secara baik dan lancar.  

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita 

dalam setiap langkah pengabdian terhadap nusa dan bangsa. 

Terima kasih,  

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Om shanti shanti shanti om  

 

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI 

 

 

 

 



 

 

MENCARI TITIK TEMU PEMEKARAN WILAYAH PAPUA 

(ANTARA WILAYAH ADMINISTRATIF-WILAYAH ADAT 

/KEBUDAYAAN) 

 

oleh: 

Dr. Akhmad Kadir, M.Hum. 

Dosen Antropologi Universitas Cenderawasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdebatan mengenai pembagian wilayah Papua 

berdasarkan wilayah adat dan wilayah administratif sebenarnya 

sudah menjadi perdebatan yang berlangsung lama, bahkan sejak 

zaman pemerintahan Hindia Belanda. Untuk mengkaji bagaimana titik 

temu keduanya, kiranya perlu terlebih dahulu untuk melihat 

pengelompokkan atas etnis Papua. Watson, James B. (1964) yang 

menulis sebuah artikel berjudul New Guinea: The Central Highland, 

membagi kelompok etnis Papua menjadi 2 (dua), yakni kelompok 

yang mendiami daerah pesisir dan kepulauan dan kelompok yang 

mendiami suatu kawasan dataran tinggi (the central range of Papua). 



 

 

Kelompok-kelompok tersebut pada gilirannya mengalami 

perkembangan dan perubahan kebudayaan. Perkembangan dan 

perubahan kebudayaan inilah yang selanjutnya menjadi tantangan 

dalam merumuskan sebuah kebijakan, termasuk dalam merumuskan 

kebijakan bagi wilayah dan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan 

masyarakat Papua juga memiliki berbagai latar belakang, tradisi, dan 

budayanya masing-masing. 

Dalam berbagai studi antropologis, perkembangan 

masyarakat dibagi menjadi 4 (empat) kondisi, yakni; bands 

(kehidupan nomaden); tribes (kesukuan); chiefdom (kedatuan); dan 

state (negara). Ketika kita telah masuk pada wilayah state, 

seharusnya kondisi masyarakat sudah mengalami kemajuan. Namun 

yang terjadi di Papua tidak demikian. Di Papua, masih terlihat adanya 

keterisolasian, aktivitas ekonomi subsistem (berburu-meramu, 

beternak babi, petani berpindah, pertanian menetap), alat kerja dan 

teknologi yang masih sederhana, dan faktor-faktor produksi pangan 

masih menjadi hal yang dominan dalam modal perekonomian. Hal ini 

merupakan suatu tantangan yang besar apabila ingin memanfaatkan 

kebudayaan sebagai salah satu indikator dalam merumuskan 

kebijakan bagi wilayah dan masyarakat Papua.  

Secara historis, ide pemekaran wilayah Papua (pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda disebut Nederland New Guinea) 

sebenarnya sudah menjadi agenda politik pemerintah kolonial (1898-

1962). Pada tahun 1961, wilayah administratif NNG dibagai menjadi 6 

(enam) afdeling (sekarang mirip dengan sebuah provinsi), yang 

pembagiannya didasarkan atas; kedekatan wilayah; efektivitas 

pemerintahan; dan pertalian adat/suku diantara penduduk di wilayah 

tersebut. Adapun keenam afdeling  tersebut adalah sebagai berikut: 



 

 

1. Afdeeling Hollandia dengan ibukota Hollandia (sekarang 

Jayapura). 

2. Afdeeling Geelvinkbaai dengan ibukota Biak. 

3. Afdeeling Centraal Nieuw Guinea dengan ibukota yang 

belum ditentukan. 

4. Afdeeling Zuid Nieuw Guinea dengan ibukota Merauke. 

5. Afdeeling Fak-Fak dengan ibukota Fak-Fak. 

6. Afdeeling West Nieuw Guinea dengan ibukota Manokwari.  

 

Dalam beberapa studi antropologis, pembagian wilayah 

Papua berdasarkaan keenam afdeling diatas, sebenarnya memiliki 

kemiripan dengan pembagian wilayah adat sebagaimana yang 

banyak didiskusikan saat ini. Afdeeling Hollandia, memiliki kemiripan 

dengan wilayah adat Mamta. Afdeeling Geelvinkbaai memiliki 

kemiripan dengan wilayah adat Saireri. Afdeeling Centraal Nieuw 

Guinea memiliki kemiripan dengan wilayah adat Meepago. Afdeeling 

Zuid Nieuw Guinea memiliki kemiripan dengan wilayah adat Animha. 

Afdeeling Fak-Fak memiliki kemiripan dengan wilayah adat Bomberai, 

dan Afdeeling West Nieuw Guinea memiliki kemiripan dengan wilayah 

adat Domberai. Hanya saja terdapat satu wilayah adat lagi, namun 

belum terklasifikasikan kedalam salah satu afdeeling, yakni wilayah 

adat La Pago. 

Masing-masing wilayah adat diatas, memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Wilayah Adat Animha 

a. Zona ekologi rawa (dataran rendah). 

b. Aktivitas ekonomi berburu-merami. 

c. Politik tradisional menganut pola kepemimpinan 

bigman. 



 

 

d. Telah mendapat pengaruh agama dari zending. 

2. Wilayah Adat La Pago 

a. Topografi pada wilayah adat La Pago didominasi oleh 

perbukitan dan pegunungan yang memanjang sampai 

ke timur-barat yang ditempati oleh hujan tropis 

dengan beberapa puncak gunung yang menjulang 

tinggi. Beberapa puncaknya mencapai ketinggian 

lebih dari 5000 mdpl. 

b. Sistem organisasi sosial, misalnya pada zona ekologi 

pegunungan tengah, dijumpai komunitas adat yang 

hidup rumah-rumah besar dalam hubungan keluarga 

yang luas, jaringan luas dalam sistem klen, gabungan 

klen dan federasi yang kompleks, contohnya pada 

orang Dani di Lembah Baliem, Wamena. 

c. Relasi pertukaran pada masyarakat bisa dipercaya 

membawa perdamaian melalui hubungan 

kekerabatan. 

d. Jumlah penduduk di wilayah La Pago tergolong 

sangat padat bila dibandingkan dengan wilayah 

Papua lainnya. 

e. Politik tradisional menganut pola bigman. 

f. Aktivitas ekonomi berburu-meramu, beternak, dan 

pertanian tradisional. 

 

 

3. Wilayah Adat Meepago 

a. Wilayahnya merupakan bagian dari dataran tinggi 

Papua disebelah barat pegunungan tengah. 



 

 

b. Politik tradisional menganut pola bigman (orang 

besar) atau kepala suku. 

c. Perkawinan di luar klen (marga) memiliki makna yang 

lebih luas dalam rangka memperluas jaringan sosial 

politik, perdagangan, kekerabatan, dan penyatuan 

komunitas. 

d. Aktivitas ekonomi berburu-meramu, pertanian 

tradisional. 

e. Mendapat pengaruh agama dari zending. 

 

 

4. Wilayah Adat Mamta 

a. Wilayah adat ini berada di wilayah Papua bagian utara 

sampai dengan Mamberamo (sebelah barat), sebelah 

timur berbatasan dengan Papua New Guinea dan 

bagian selatan berbatasan dengan Pegunungan 

Jayawijaya. 

b. Politik tradisional menganut pola kepemimpinan klan, 

ondoafi 

c. Aktivitas ekonomi berburu-meramu yang 

dikombinasikan dengan menangkap ikan, berburu 

buaya, dan lain-lain.  

 

5. Wilayah Adat Saireri 

a. Wilayah adat ini memiliki arti strategis karena sebagian 

wilayahnya adalah pulau-pulau besar yang cukup luas 

dengan potensi biota laut yang dapat menopang 

kehidupan subsistem komunitas yang ada di wilayah 



 

 

adat Saireri, seperti Pulau Biak, Pulau Numfor, Pulau 

Supiori, dan Pulau Yapen. 

b. Politik tradisional menganut pola campuran antara 

orang besar, sistem klen, dan kerajaan.  

6. Wilayah Adat Bomberai dan Wilayah Adat Domberai   

Menganut pola kepemimpinan sistem kerajaan 

 

Dari berbagai hal yang telah diuraikan diatas, dapat 

disimpulkan hal sebagai  berikut: 

a. Pemekaran wilayah Provinsi Papua sebaiknya tidak 

mengacu pada autentitas yang menggunakan basis 

pengentalan ekspresi identitas simbol-simbol kesukuan. 

b. Pemekaran dapat mewadahi semua ekspresi kesukuan 

dalam suatu ruang publik. 

c. Perlu dilakukan redefinisi area kebudayaan dengan cara 

melakukan penegasan atau pembeda antara wilayah adat 

dan wilayah pemerintahan. 

d. Pemekaran wilayah perlu melihat; kedekatan wilayah; 

efektivitas pemerintahan; pertalian adat/suku di antara 

penduduk wilayah tersebut. 

e. Pemekaran harus pula dimaknai sebagai pengembangan 

dan penerimaan budaya atas budaya lainnya dalam salah 

satu administrasi pemerintahan. 

f. Pemekaran harus mendorong terciptanya politik 

emansipatoris, yakni sekat-sekat autentitas etnis mulai 

mencair dan mampu menerima perbedaan, sehingga 

pemekaran itu sendiri tumbuh dan berkembang dari basis 

komunikasi budaya.   
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Untuk menelusuri dasar hukum pembentukan (termasuk 

pemekaran) daerah otonom dan daerah otonomi baru (DOB) di Tanah 

Papua (sebelumnya New Guinea, Irian Barat, Irian Jaya), dapat dilihat 

dari 5 (lima) fase penting, yakni: 

1. fase pemerintahan kolonial Belanda di Irian Barat; 

2. fase masa pemerintahan penyerahan kedaulatan; 

3. fase setelah penentuan pendapat rakyat (Pepera, The 

Act of Free Choice 1969) sampai dengan  pelaksanaan 

Pelita I sampai Pelita V (1971-1998); 



 

 

4. fase reformasi; 

5. fase Otsus Papua 2001-2021.  

Kelima fase ini disebut sebagai fase sebelum perubahan 

kedua UU 21 Tahun 2001. Sedangkan fase berikutnya adalah fase 

setelah berlakunya Perubahan Kedua UU Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 

Kelima fase perkembangan pembentukan termasuk 

pemekaran daerah otonom di Tanah Papua menampilkan 

karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Selain tampilan 

karakteristik atau model yang berbeda, juga menampilkan tantangan 

dan dampak yang berbeda. Perbedaan dimaksud dapat terlihat dari 

dasar hukum pengaturan yang melandasi gerak pembentukan dan 

pemekaran daerah otonom.  

Ada 2 (dua) perspektif hukum yang melandasi penelusuran 

dasar hukum pemekaran DOB di Tanah Papua, yakni (1) perspektif 

hukum normatif yang melihat pemekaran DOB di Tanah Papua 

sebagai keharusan karena telah dilandasi oleh peraturan perundang-

undangan. Perspektif ini cenderung melahirkan  top down model; dan 

(2) perspektif hukum empirik yang melihat pemekaran DOB sebagai 

bagian dari aspirasi masyarakat yang harus dilegitimasi oleh negara 

melalui peraturan perundang-undangan. Perspektif ini cenderung 

melahirkan bottom up model atau regulary model.  

Pemekaran dengan top down model kadangkala dituding 

sebagai euphoria elite politik, atau politik pemerintah pusat, motif 

memperpendek rentang kendali pemerintahan, atau bermotif kapitalis 

pengusaan sumberdaya alam wilayah. Sementara pemekaran 

dengan bottom up planning dipercaya akan  menyejahterakan 

masyarakat, memberi ruang partisipasi yang lebih luas, dan membuat 



 

 

keterjangkauan pelayanan sosial-budaya yang lebih baik dan 

progresif. 

 

1. Pembentukan Daerah Otonom dan Pemekaran Daerah 

Otonom Baru Pemerintahan Kolonial 

Pemerintahan Daerah Otonomi di Papua (New Guinea, Irian 

Barat, Irian Jaya) mengalami beberapa fase pembentukannya baik 

pada level pemerintah provinsi maupun pada level pemerintah 

kabupaten/kota.  Sejarah pemerintahan di Tanah Papua mencatat 

bahwa Pembagian Wilayah Administratif Nugini-Belanda 1961 terdiri 

dari 6 Afdeling dengan beberapa onderafdeling dan bergland  berikut 

ini. 

Pertama Afdeling Hollandia dengan ibu kota Hollandia, 

yang terdiri dari  Onderafdeling Hollandia dengan ibu kota Hollandia,  

Onderafdeling Nimboran dengan ibu kota Genyem, Onderafdeling 

Sarmi dengan ibu kota Sarmi,  Onderafdeling Keerom dengan ibu kota 

Ubrub,  daerah penjajakan Oost-Bergland dengan ibu kota Wamena.  

Kedua Afdeling Geelvinkbaai dengan ibu kota Biak, yang terdiri dari 

Onderafdeling Schouten-eilanden dengan ibu kota Biak, 

Onderafdeling Yapen/Waropen dengan ibu kota Serui. Ketiga 

Afdeling Centraal-Nieuw-Guinea dengan ibu kota belum ditentukan, 

yang terdiri dari  Onderafdeling Paniai dengan ibu kota Enarotali,  

Onderafdeling Tigi dengan ibu kota Waghete, daerah penjajakan 

Midden-Bergland,  daerah penjajakan West-Bergland.   

Keempat Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea dengan ibu kota 

Merauke, yang terdiri dari Onderafdeling Merauke dengan ibu kota 

Merauke,  Onderafdeling Mapi dengan ibu kota Kepi,  Onderafdeling 

Boven-Digul dengan ibu kota Tanah Merah,  Onderafdeling Asmat 



 

 

dengan ibu kota Agats,  Onderafdeling Muyu dengan ibu kota 

Mindiptana.   

Kelima Afdeling Fak-Fak dengan ibu kota Fak-Fak, yang 

terdiri dari Onderafdeling Fak-Fak dengan ibu kota Fak-Fak,  

Onderafdeling Kaimana dengan ibu kota Kaimana,  Onderafdeling 

Mimika dengan ibu kota Kokonao. Keenam Afdeling West-Nieuw-

Guinea dengan ibu kota Manokwari, yang terdiri dari  Onderafdeling 

Sorong dengan ibu kota Sorong,  Onderafdeling Raja-Ampat dengan 

ibu kota Doom,  Onderafdeling Manokwari dengan ibu kota 

Manokwari,  Onderafdeling Ransiki dengan ibu kota Ransiki,  

Onderafdeling Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan,  

Onderafdeling Bintuni dengan ibu kota Steenkool.  

Sebagai catatan tambahan bahwa pembagian daerah 

pemerintahan ini, yang dikutip dari Rapport inzake Nederlands- 

Nieuw-Guinea over hatjaar 1961 ('s-Gravenhage: Ministerie van 

Binnenlandse Zaken 1962, lampiran 1) masih berubah pada tahun 

1962. Afdeling Centraal-Nieuw-Guinea mendapat nama baru Centraal 

Bergland. Daerah penjajakan Oost-Bergland digabungkan dengan 

afdeling ini dan dipecah menjadi Onderafdeling Grote Vallei (dengan 

ibu kota Wamena) dan dua daerah penjajakan: Noordoost-Baliem dan 

West-Baliem, dan Bokondini serta Swartvallei. Penentuan perbatasan 

onderafdeling dan daerah penjajakan tersebut kemungkinan tidak 

dapat dilaksanakan lagi sebelum dimulainya pemerintahan peralihan 

di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

2. Pembentukan Daerah Otonom dan Pemekaran Daerah 

Otonom Baru Pasca Pepera, Era Pelita 1971-1998 

Setelah Pepera (The Act of Free Choice) 1969  secara cepat 

dan tanggap Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan 



 

 

Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 

Propinsi Irian Barat.  

Dasar pertimbangannya dapat dibaca pada bagian 

menimbang yang menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil 

Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap 

merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang 

efektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang perlu Propinsi 

Irian Barat beserta kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan diatur 

berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 jo Penetapan 

Presiden No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 

jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera diatur kembali sebagai 

daerah-daerah otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara No. XXI/MPRS/ 1966. 

Patut pula ditinjau Penetapan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pemerintahan Di Wilayah Irian Barat 

Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia Presiden 

Republik Indonesia,  Di dalam bagian menimbang dinyatakan bahwa 

setelah pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Republik 

Indonesia diperlukan waktu peralihan untuk menyiapkan penyusunan 

dan penyelenggaraan pemerintahan seperti didaerah-daerah lainnya; 

bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok mengenai 

pemerintahan dalam waktu peralihan itu, dengan memperhatikan 

Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962, Undang-Undang No. 1 

tahun 1957 jis Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 

(disempurnakan), Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan 

Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan);  

Menimbang pula : bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka 



 

 

pelaksanaan Tri Komando Rakyat pada khususnya dan dalam 

rangka. penyelesaian Revolusi pada umumnya, sehingga dilakukan 

dengan Penetapan Presiden.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 

tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat, dalam Pasal 1 ayat (1) 

menyatakan  membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi 

kabupaten-kabupaten dimaksud ayat (2) Pasal ini.  

Pasal 2 UUPO-Irian Barat menyatakan dalam wilayah 

Propinsi Irian Barat dibentuk kabupaten-kabupaten Otonom terdiri 

dari: (1) Kabupaten Jayapura yang meliputi wilayah Kepala 

Pemerintahan Setempat (KPS) Jayapura, Nimboran, Mamberamo, 

Keerom, Sarmi dan Dafonsoro, (2)  Kabupaten Biak Numfor yang 

meliputi wilayah KPS Biak, Numfor dan Supiori. (3)  Kabupaten 

Manokwari yang meliputi wilayah KPS Manokwari, Ransiki, Wasior 

dan Bintuni. (4)  Kabupaten Sorong yang meliputi wilayah KPS 

Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru. (5) Kabupaten Fak-

Fak yang meliputi wilayah KPS  Fak-Fak, Kaimana dan Mimika. (6) 

Kabupaten Merauke yang meliputi wilayah KPS  Merauke, Tanah 

Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi. (7) Kabupaten Jayawijaya 

yang meliputi wilayah KPS Baliem, Bokondini, Tiom dan Oksibil. (8)  

Kabupaten Paniai yang meliputi wilayah KPS Nabire, Tinggi, Enarotali 

dan Ilaga. (9)  Kabupaten Japen Waropen yang meliputi wilayah KPS 

Japen dan Waropen. Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian 

Barat yang kemudian berganti nama dengan Provinsi Irian Jaya (oleh 

Presiden Soeharto) dengan 9 (Sembilan) Daerah Otonom kabupaten 

tersebut bertahan cukup lama sampai dengan tahun 1999 (setahun 

setelah reformasi 1998). 



 

 

 

3. Kekisruhan Hukum Pemekaran DOB-Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 1999 

Pada Tahun 1999  diberlakukan Undang-Undang Nomor 45 

tahun 1999 tentang  Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 

Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. 

Ada 3 (tiga) pertimbangan penting dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 45 tahun 1999 tersebut yakni: 

(1) bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan 

Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten 

Administratif Mimika, Kabupaten Administratif Puncak Jaya, 

dan Kota Administratif Sorong serta adanya aspirasi yang 

berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna 

menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa 

mendatang;  

(2) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan 

memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas 

wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan 

meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di 

Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong, 

dipandang perlu membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan 

Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian 

Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif 



 

 

Mimika, dan Kabupaten Administratif Puncak Jaya, serta Kota 

Administratif Sorong;  

(3) bahwa pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya, dan Kota Sorong akan dapat mendorong 

peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan 

kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah. 

Menjelang satu tahun pemberlakuannya UU Nomor 45 Tahun 

1999 ini kemudian diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang 

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, 

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan 

Kota Sorong. 

Ada 2 (dua) dasar pertimbangan penting dari UU Nomor 5 

Tahun 2000 yakni  

1. bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat 

daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak 

tersedianya pembiayaan yang memadai, belum 

dibentuknya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri 

pada beberapa kabupaten baru, serta situasi keamanan 

daerah yang tidak memungkinkan, maka pemilihan umum 

lokal untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah di Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi 

Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagaimana 

diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 45 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, 



 

 

Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, tidak 

dapat dilaksanakan;  

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu diubah Undang-Uundang 

Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi 

Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten 

Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan 

Kota Sorong dengan Undang-undang. 

Perubahan pentingnya adalah terdapat pada ketentuan Pasal 

I UU Nomor 5 Tahun 2000 bahwa  ketentuan Pasal 20 Undang-

undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian 

Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3894) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bahwa (1) Dengan 

terbentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, 

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan 

Kota Sorong, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, 

Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan 

Kota Sorong untuk pertama kali dilakukan dengan cara:  

a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan 

suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 

yang dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten 

Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, serta 

di Kabupaten Sorong; dan b.pengangkatan dari anggota 

TNI/POLRI.  



 

 

b.  jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, 

Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden. 

c. dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya 

Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya, dan Kota Sorong, jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan 

Kabupaten Sorong tidak berubah sampai terbentuknya 

Dewan Perwailan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum 

berikutnya.  

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian 

Jaya Timur, yang keanggotaannya mewakili kabupaten-

kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Irian Jaya 

Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat serta anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong 

yang keanggotaannya mewakili kecamatan-kecamatan 

yang masuk dalam wilayah Kota Sorong, dengan 

sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya 

Barat, dan Kota Sorong.  

e. pengisian kekurangan jumlah anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya Timur dan Kabupaten 

Sorong, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan 

berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang 



 

 

berpindah ke Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian 

Jaya Barat, dan Kota Sorong. 

 

4. Ambiguitas Putusan MK Terhadap UU Nomor 45 Tahun 1999.  

Melalui Putusan Nomor 018/PUU-I/2003,  yang 

diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada 

Kamis, 11 November 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) 

mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten 

Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota 

Sorong (selanjutnya disingkat UU No. 45/1999).  

Dengan demikian, UU tersebut tidak lagi memiliki kekuatan 

hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (selanjutnya 

disingkat UU No. 21/2001) pemberlakuan UU No. 45/1999 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Dalam pertimbangan MK bahwa keberadaan Provinsi 

Irian Jaya Barat yang sudah terbentuk dengan bukti telah 

terbentuknya pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan 

terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil 

Pemilihan Umum Tahun 2004 beserta kelengkapan 

administrasinya termasuk anggaran belanja dan pendapatan 

daerah (APBD), serta terpilihnya anggota Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat. Sementara 

itu, pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah hingga saat ini belum 



 

 

terealisasikan. Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat, sesuai 

dengan putusan Mahkamah Konstitusi, adalah sah adanya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 menyatakan 

bahwa “pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat secara faktual 

telah berjalan efektif, yang antara lain terbukti dengan telah 

terbentuknya pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan 

terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2004 

beserta kelengkapan administrasinya termasuk anggaran belanja 

dan pendapatan daerah (APBD), serta terpilihnya anggota DPD 

yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat....” Lebih lanjut Mahkamah 

Konstitusi juga menyatakan, “Menimbang bahwa dengan 

demikian Mahkamah berpendapat, keberadaan provinsi dan 

kabupaten/kota yang telah dimekarkan berdasarkan UU No. 45 

Tahun 1999 adalah sah adanya kecuali Mahkamah menyatakan 

lain.” 

Hal menarik yang tidak kalah penting adalah perlunya 

meninjau Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, 

Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong 

 

5. Pemekaran DOB Versi UU Pemda 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan 

bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan 

undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 

ayat (l) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai 

berikut : 



 

 

Undang-undang pembentukan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain 
mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, 
kewenangan menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, penunjukkan pejabat kepala daerah, 
pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan 
kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, 
serta perangkat daerah. 

  

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal 

yang sama pada ayat berikutnya adalah Pasal 4 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa :  

Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan 
daerah menjadi dua daerah atau lebih” dan Pasal 4  
ayat (4) menyebutkan ” Pemekaan dari satu daerah 
menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah 
mencapai batas minimal usia penyelenggaraan 
pemerintahan. Walaupun banyak usulan dari 
berbagai daerah untuk membentuk pemekaran 
daerah otonomi baru, namun pembentukanya 
hanya dapat dilakukanapabila telah memenuhi 
syarat administratif teknis dan fisik kewilayahan. 
 

 Bagi Provinsi syarat administrasi yang wajib dipenuhi 

meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan 

Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi 

bersangkutan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, 

serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk 

kabupaten/kota syarat adminstrasi yang juga harus dipenuhi 

meliputi adanya persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta 

rekomendari dari Menteri Dalam Negeri.  

Selanjutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru 

harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah 

yang mencakup antara lain  (a) kemampuan ekonomi; (b)  potensi 

daerah;  (c)  sosial budaya; (d) kependudukan;  (e) luas daerah; (f) 



 

 

pertahanan; (g) keamanan;  (h) faktor lain yang memungkinkan 

terselenggaranya otonomi daerah Terakhir syarat fisik yang 

dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk 

pementukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk 

pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk 

pembentukan kota, lokasi calon ibukota sarana, dan prasarana 

pemerintahan. 

Gambaran tentang  pemekaran daerah  versi UU Pemda 

adalah sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 

2014 yang  menentukan bahwa pemekaran daerah adalah 

pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi 

dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah 

dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi 

satu daerah baru. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

menentukan bahwa pembentukan suatu daerah mencakup 

pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah 

kabupaten/kota.  

Ketentuan tersebut di atas tercantum dalam Pasal 32 

ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai 

berikut:  

Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat Pasal 33 ayat (3) antara lain 
mencakup Pembentukan Daerah Persiapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan dasar dan persyaratan administratif.  
 
Kaitan dengan pelaksanaan pemekaran daerah, 

pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung 

tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide 

pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial 

dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun 



 

 

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 UU Nomor 23 

Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah membantu 

penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; melakukan 

pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi; 

membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, 

pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila daerah persiapan 

ditetapkan menjadi daerah baru; dan menyiapkan dukungan dana,  

Kewajiban daerah persiapan meliputi (a) menyiapkan 

sarana dan prasarana pemerintahan; (b) mengelola personel, 

peralatan, dan dokumentasi; (c) membentuk perangkat daerah 

persiapan; (d) melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara 

pada perangkat daerah persiapan; (e) mengelola anggaran belanja 

daerah persiapan; dan (f) menangani pengaduan masyarakat.  

Sementara itu masyarakat di daerah persiapan 

melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan 

oleh daerah persiapan. Dengan demikian UU Pemda masih 

menekankan persyaratan pemekaran dengan memenuhi syarat 

administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan.  

Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi 

meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan 

bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi 

bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta 

rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk 

kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi 

adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota 

bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta 

rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.Sesuai ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, proses pemekaran daerah baru 



 

 

dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa provinsi dan 

kabupaten/kota harus sama-sama telah berjalan 10 tahun untuk masa 

provinsi dan 7 tahun untuk kabupaten/kota. 

 

 

6. Pemekaran DOB Era Otonomi Khusus Papua. 

a. Pemekaran versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otsus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi 

Provinsi Papua. 

Pasal 3  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otsus bagi Provinsi Papua  menyatakan bahwa (1) Provinsi Papua 

terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-

masing sebagai Daerah Otonom. (2) Daerah Kabupaten/Kota 

terdiri atas sejumlah Distrik. (3) Distrik terdiri atas sejumlah 

kampung atau yang disebut dengan nama lain. (4) Pembentukan, 

pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan 

Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan undang-undang atas usul 

Provinsi Papua. (5) Pembentukan, pemekaran, penghapusan, 

dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut 

dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan 

kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan atas usul Provinsi.  

Di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otsus bagi Provinsi Papua  menyatakan bahwa 

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan 

atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan 



 

 

sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya 

manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa 

datang. 

Ditengah pemberlakuan UU-Otsus Papua pemekaran DOB 

Kabupaten/Kota terjadi (berlangsung) dengan tidak didasarkan 

pada UU-Otsus Papua. Pemekaran (Pembentukan) DOB tersebut 

adalah:  

1.  UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Dogiyai,  

2. UU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Puncak;   

3. UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamberamo Tengah,  

4. UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamberamo Yalimo,  

5. UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lanny Jaya,  

6. UU Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Intan Jaya,  

7. UU Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Deyai,  

8. UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tambrauw,  

9. UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 

Kabupaten di Papua dan Papua Barat, yakni  

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten 

Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten 

Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 



 

 

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten 

Teluk Bintuni, kabupaten Teluk Wondama.  

10. UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan 

kabupaten Maybrat,   

11. UU Nomor 19 Tahun 2007 tentang pembentukan 

kabupaten Mamberamo Raya,  

12. UU Nomor 23 Tahun 2012 tentang pembentukan 

kabupaten Manokwari Selatan,  

13. UU Nomor  24 Tahun 2012 tentang pembentukan 

kabupaten Pegunungan Arfak,   

14. UU Nomor 35 Tahun 2003 tentang pembentukan 

kabupaten Supiori. 

 

b. Pemekaran DOB versi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

(ditetapkan tanggal 19 Juli 2021) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).   

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No 2 Tahun 2021 

menyatakan  Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota 

menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan 

atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan 

sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan 

perkembangan pada masa yang akan datang. Ketentuan ini  

sebenarnya ingin memposisikan pemekaran DOB Papua 

dengan bottom up/regular model, dengan memberikan 

kewenangan persetujuan kepada MRP dan DPRP dengan 4 

(empat) syarat, yakni (1) setelah memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, (2) kesiapan sumber 



 

 

daya manusia, (3) kemampuan ekonomi, dan (4) perkembangan 

pada masa yang akan datang. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ini 

adalah relatif sama dengan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 21 

Tahun 2001. 

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU No 2 Tahun 2021 

menyatakan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat 

melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota 

menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan 

pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan 

kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan 

martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek 

politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan 

sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan 

ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, 

dan/atau aspirasi masyarakat Papua.   

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021  

ini memposisikan pemekaran DOB Papua dengan top down 

model, dengan memberikan kewenangan Pemerintah dan DPR-

RI untuk melakukan pemekaran DOB Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) tujuan, yakni (1) untuk 

mempercepat pemerataan pembangunan, (2) peningkatan 

pelayanan publik,  (3) untuk kesejahteraan masyarakat, (4)  

mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua. Di samping 

keempat tujuan tersebut terdapat 9 (sembilan) syarat aspek  

yang harus diperhatikan, yakni (1) aspek politik, (2) aspek 

administratif,  (3) aspek hukum,  (4) aspek kesatuan sosial-

budaya, (5) aspek kesiapan sumber daya manusia, (6) aspek 

infrastruktur dasar, (7) aspek  kemampuan ekonomi, (8) aspek 



 

 

perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau (9) 

aspek aspirasi masyarakat Papua. 

Selanjutnya ditinjau ketentuan Pasal 76 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan Pemekaran 

daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah 

persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

mengenai pemerintahan daerah.  Ketentuan ini menunjukkan 

perbedaan pengaturan dengan UU 23 Tahun 2014 (UU Pemda) 

khusus terkait dengan pengaturan dalam Pasal 32 sampai Pasal 

43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah.  

Ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU 2 Tahun 2021 

menyatakan Pemekaran harus menjamin dan memberikan 

ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, 

pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.  

Ketentuan ini merupakan persyaratan khusus sekaligus 

sebagai jaminan dari efek pemekaran DOB Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota di Papua dengan 4 (empat) prasyarat jaminan,  

yakni (1) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP dalam 

aktivitas politik, (2) ada jaminan dan ruang yang cukup bagi OAP 

dalam pemerintahan, (3) ada jaminan dan ruang yang cukup 

bagi OAP dalam perekonomian, dan (4) ada jaminan dan ruang 

yang cukup bagi OAP dalam sosial budaya. 

Ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 menyatakan: Pembentukan daerah otonom 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini 

dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Ketentuan ini bersifat 



 

 

umum, bahwa pembentukan DOB Provinsi atau kabupaten/kota 

mesti ditetapkan dengan undang-undang. 

Demikian beberapa catatan tentang Pemekaran DOB 

di Tanah Papua, kiranya menjadi referensi dalam FGD ini. 

Semoga ada manfaatnya. 

 

 

BAHAN PAPARAN FOCUS GROUP DISCUSSION 

Menelusuri Dasar Hukum Pemekaran Daerah Otonomi Baru 

Tanah Papua 

 

oleh: 

Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum 

Dekan Fakutas Hukum Universitas Cenderawasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMEKARAN PROVINSI DI TANAH PAPUA: TANTANGAN DAN 

PELUANG 

 

oleh: 

Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S. 

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Cenderawasih 

 

 

 

 

 

 Pemekaran Provinsi Papua adalah keniscayaan yang akan 

terjadi dan tidak dapat dihindari. Pemekaran ini tetap dilakukan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari paparan Prof 

Akbar Silo, maka simpulan yang dibisa diperoleh dari FGD tersebut 

adalah: 



 

 

1. Hal penting terkait pemekaran Provinsi Papua adalah harus 

dilakukan berdasarkan pembagian wilayah adat dengan 

mengadopsi wilayah adat tersebut ke dalam wilayah administratif 

pemerintahan. Di salah satu kabupaten di Papua, terdapat 

wilayah adat yang berbeda dan secara administratif termasuk 

wilayah kabupaten ini, dan akhirnya kabupaten tersebut kurang 

memperhatikan wilayah adat tersebut. Hal ini tidak akan terjadi 

apabila wilayah adat menjadi pedoman dalam penentuan wilayah 

administratif.  

2. Pemekaran di Provinsi Papua, termasuk pemekaran kabupaten 

yang sudah dilakukan sebelumnya, dan pemekaran Provinsi di 

Papua, yang akan datang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 78 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan 

Penggabungan Daerah. Dalam konteks tersebut, maka 

pemekaran di Provinsi Papua, seharusnya dilakukan dengan 

mekanisme top-down. Keberadaan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 

2021 menjadikan pemekaran Provinsi di Papua tidak 

memerlukan persyaratan. 

3. Tantangan yang dihadapi dalam pemekaran di Provinsi Papua 

adalah ketika „tidak menjadikan“ rekomendasi MRP dan DPRP 

sebagai pertimbangan. Tantangan berikutnya adalah pemekaran 

Provinsi di Papua sebaiknya tidak diikuti pemekaran teritorial 

militer yang kehadirannya justru akan dipertanyakan oleh 

masyarakat Papua. Sehingga perlu pendalaman terhadap 

pendekatan politik integratif dengan titik berat pada pengakuan 

keberagaman. 

4. Pemekaran di Provinsi Papua seharusnya dilakukan melalui dua 

pendekatan, yaitu pendekatan politis dan pendekatan seperti 



 

 

yang digunakan dalam PP No. 78 Tahun 2007 (aspek teknis, fisik, 

dan administratif). Data kuantitatif seharusnya menjadi pelengkap 

dari pendekatan politis yang digunakan, yaitu alasan Provinsi 

Papua perlu dimekarkan. 

5. Pemekaran provinsi diperlukan sesungguhnya untuk kepentingan 

strategis nasional. Jika dalam kerangka mendekatkan pelayanan 

publik atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka 

cukup dengan pemekaran kabupaten//kota. Bahkan akan lebih 

baik lagi, apabila pemekaran dilakukan di wilayah 

distrik/kecamatan, dan desa, dengan meningkatkan kapasitas 

kepemimpinan dan kapasitas pengelolaan pembangunan di 

wilayah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bahan Paparan Focus Group Discussion 

Pemekaran Provinsi Di Tanah Papua: Tantangan dan Peluang 

 

oleh: 

Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S. 

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Cenderawasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SESI TANYA JAWAB 

 

PERTANYAAN 

 

1. Prof. Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. 

Bagaimana akademisi bisa membantu pemerintah dalam 

menyerap pendapat yang ada dan bisa dimasukkan dalam suatu 

kebijakan yang akuntabel untuk kemajuan daerah? 

 

2. Drs. Prayudi, M.Si 

Bagaimana agar kebijakan bisa bersifat Bottom Up dan tidak 

menciptakan ketergantungan tetapi pemberdayaan masyarakat? 

 

3. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum 

a. Apakah pemekaran daerah berbasis nilai adat itu mutlak? 

Apakah bisa ada modifikasi untuk disesuaikan dengan 

kondisi yang ada sekarang ini karena kalau berbasis adat, 

mungkin ada yang tidak terakomodir? 

b. Bagaimana menggabungkan dua konsepsi dalam tabel yang 

dipaparkan narasumber dalam presentasi yang 

disampaikan? 

c. “Intersepsi ke adat” dalam kesimpulan paparan narasumber 

ketiga, mungkin dapat diperjelas.  

d. Bagaimana melakukan dekonstruksi wilayah adat? Hal ini 

berdasarkan karya tulils dari universitas di Sumatera 

Selatan. 

 

 

 



 

 

JAWABAN 

1. Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, M.S. 

Hal hal yang dipermasalahkan tersebut mari dibicarakan 

bersama dalam forum ini karena dibutuhkan suatu kajian yang 

mendalam. Terkait dengan pemekaran daerah Papua, kalau 

tujuannya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat, maka tidak harus dengan dilakukan pemekaran 

provinsi. Upaya mendekatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat justru akan lebih baik kalau dilakukan dengan 

melakukan pemekaran kabupaten/kota. Namun adanya faktor 

lain yang bersifat strategi nasional yang sesuai dengan konteks 

peraturan perundang-undangan. Malah lebih baik lagi kalau 

dilakukan pemekaran distrik maupun desa dan meningkatkan 

kapasitas kepemimpinan dan pembangunannya.  

Bagaimana agar mekanisme bottom up bisa jalan? Tokoh 

masyarakat perlu dijadikan simpul komunikasi yang bisa menjadi 

kumpulan data. Top to down bukan berarti ide dari bawah, tetapi 

proses eksekusi ide yang ada. Sebagai contoh, ide 

pembangunan berasal dari pemerintah pusat tetapi dilakukan 

dengan mekanisme top to down. Bisa juga ide dari bawah tetapi 

pelaksanaannya top to down karena digeneraliisasi dari pusat 

dengan memperhatikan banyaknya daerah yang mengalami 

permasalahan serupa. 

Bahan presentasi yang disampaikan bukan merupakan 

representasi rakyat Papua tetapi hal tersebut sebagai hasil kajian 

independent yang dilakukan sendiri yang tentunya boleh 

dikompromikan tetapi harus berdasarkan pada kajian akademik 

Terkait batas administratif versus batas wilayah adat, baik di 

Papua maupun di wilayah lain terjadi konflik batas wilayah 



 

 

adminitratif menurut undang-undang namun ternyata antar batas 

itu ada kesatuan wilayah adat yang dibagi dalam wilayah 

administratif yang mendapat perhatian berbeda dari 

pemerintahnya. Hal ini  yang menciptakan kesenjangan dalam 

masyarakat sehingga terjadi konflik dan perebutan. Pengaturan 

berdasarkan wilayah adat dapat dilakukan lebih efektif di Papua 

daripada pengaturan dengan mekhanisme wilayah administratif. 

 

2. Dr. Akhmad Kadir, M. Hum. 

Persoalan yang ada dalam pemekaran daerah harus dilihat 

dan dikaji kembali. Selain itu perlu adanya redefinisi konsep 

budaya, karena sering kali kita terjebak dalam terminologi wilayah 

adat dan wilayah kebudayaan. Bicara mengenai wilayah adat 

tentu ada pranata-pranata adat, namun apabila bicara 

kebudayaan akan ada simbol-simbol yang digunakan dalam 

masyarakat. Adanya redefinisi terhadap kebudayaan menjadi hal 

penting karena reduksi yang ada sekarang ini justru bisa 

menimbulkan konflik yang merupakan akibat dari munculnya 

modifikasi-modifikasi atau edit-edit. Pengentalan identitas kultural 

juga harus dihindari.  

Apabila pendekatan autentitas kebudayaan diterapkan, hal 

ini justru akan menimbulkan fragmentasi yang memunculkan 

wacana pemekaran-pemekaran di daerah. Irisan-irisan yang ada 

di wilayah tersebut harus diperhatikan dan bukan malah 

direduksi.  

Perlunya redefinisi adat dan kebudayaan ini ditujukan agar 

pembuat kebijakan tidak terjebak diantara terminologi adat dan 

kebudayaan. Pola ekonomi dan adat pada suatu daerah tentu 

akan berbeda satu sama lain yang tidak bisa dijadikan dasar 



 

 

tanpa adanya redefinisi atas wilayah adat tersebut agar tidak 

terjebak dalam konflik-konflik yang lebih luas. Sentuhan budaya 

pada suatu daerah juga mendapatkan pengaruh dari luar yang 

dapat dijadikan alas atau dasar yang dapat digunakan sebagai 

alas komunikasi diantara masyarakat di daerah tersebut. 

Mudah untuk menentukan adat sebagai dasar suatu 

kebijakan, namun dalam penerapannya itu akan menjadi sebuah 

hal yang rumit, karena seperti bicara tentang satu suku, mereka 

memiliki beragam sub-suku. Maka redefinisi adat dan 

kebudayaan menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam 

peristilahan wilayah adat dan wilayah kebudayaan. 

Belanda sendiri membagi wilayah administratif dan wilayah 

adat. Ada hal hal positif dalam pemerintahan Belanda yang dapat 

diambil dan dimanfaatkan. Pemekaran daerah di Papua sendiri 

telah digagas oleh Belanda karena pemekaran-pemekaran sudah 

mulai dirancang sejak berafiliasi dengan Maluku yang puncak 

kulmulasinya terjadi pada tahun 1961 dengan konsep pemekaran 

6 wilayah Papua dengan berbagai pendekatan administratif dan 

lainnya. 

 

3. Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum. 

Hati hati terjebak dengan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 

Tahun 2021 agar tidak terjebak dengan kontradiksi interminisnya 

ketika bicara mengenai dasar hukum. MRP dan DPRP pada 

dasarnya basis orangnya ini tidak ada, karena sejatinya MRP 

dilantik dan dikukuhkan sebagai garda terdepan perlindungan 

masyarakat adat. Jadi ketika MRP mengusulkan adanya 

pemekaran daerah dengan berdasarkan pada adat, yang 

dilakukan dengan pertimbangan politis, administratif maupun 



 

 

kepentingan nasional lainnya, tentunya menjadi tidak bagus 

adanya pemekaran di Papua tersebut.  

Saya setuju bahwa kita tidak dapat didikotomiskan dimana 

yang satu top down dan yang satu bottom up, maka saya usulkan 

adanya suatu hal yang progresif disitu, yakni bagaimana agar 

keduanya bermuara pada dasar hukum yang sama yakni 

undang-undang. Hal ini harus difikirkan baik baik. 

Adanya Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2021 

memunculkan ide pemekaran provinsi-provinsi baru di wilayah 

Papua Barat yang bahkan tidak ada dalam konsep pemekaran 

wilayah yang telah dibuat oleh Belanda. Hal ini bisa menjadi 

boomerang kalau ada intersepsi-intersepsi dimana mereka 

mengklaim adanya wilayah-wilayah adat yang bisa dijadikan 

wilayah administrasi Ada perbedaan pertimbangan antara Pasal 

76 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021, meskipun 

perbedaan tersebut telah dikunci dengan adanya Pasal 76 ayat 

(4) dan ayat (5). Inilah mengapa, janganlah kita dikotomiskan 

secara ketat tapi istilahnya dikotomi yang saling menyapa begitu 

supaya hal ini bisa menjadi baik dan negara tidak terjadi konflik 

dengan Papua karena undang-undang ini tidak menyelesaikan 

secara total permasalahan-permasalahan yang ada di Papua. 

 




